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TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi
danfatau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan

bantuan keuangan;

bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a
dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan®_embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor §3, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemaenksaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pangganti  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Lindang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pamerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembararn Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4513),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pati;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Pati;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;

5. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh
sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas
dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan
kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara mealui
Pemilihan Umum:

6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disebut DPP
adalah pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan
berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau
sebutan lain yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia;
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Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut
DPC atau ssbutan lainnya adalah pengurus Partai Politik tingkat
Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Cabang
atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat
Partai Politik;

Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan
kursi di DPRD;

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut

APBD adaiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran
Kabupaten Fati;

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD
adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Patj;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masvarakat atau
dengan sebutan lainnya.

BAB i
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

Uintuk membaniu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau
Sekretariat Partai Politilk, Pemerintah Daerah memberikan bantuan
keuangan kepada Partai Politik.

Banwan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d'terixan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD
nasil Pemiiihan Umum Tahun 2004.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksuc
pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB Il
BANTUAN KEUAMNGAN
Pasal 3

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud
aalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah
perolehan kursi di DOPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.



(2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politk vyang
mer.dapatkan kursi di DPRD untuk setiap kursi ditetapkan sebesar
(Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun.

(3) Besarmmya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayal (2). dapat diubah dengan mempertimbangkan kemampuan
keuengan Daerah dan tidak melebihi bantuan keuangan yang
diberikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.

Pasal 4

Apabila terjadi dualismz kepengurusan Fartai Politik, maka Bantuen

Keuvangan ditangguhkan sampai dengan adanya penyelesaian lebih

ianjut secara internal atau setelah adanya putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 5

(1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh
DPC Partai Poiitik atau sebutan lainnya, ditandaiangani Ketua dan
Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan
menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan
melampirkan :

a. Foto copy Surat Keputusan DPP Partai Politik yang
menetapkan Susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau
sebutan lainnya dengan menunjukan Surat Keputusan DPF
Partai Politik atau sebutan lainnya;

b. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kurs:
Partai Politk di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau
Sekretaris KPUD,;

c. surat keterangan Partai Politk yang menyatakan bersedia
dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan
keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua
den Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai
dengan menggunakan kop surat Partai Politik;

d. lampiran tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, dibuat

daiam rangkap 2 (dua).



